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Skripsi ini membahas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pemilu Presiden 
tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas tentang 
Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan 
Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pemilu Presiden tahun 2014. Adapun pokok 
permasalahan dalam skripsi ini antara lain. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada pemilu 
presiden  tahun 2014? Dan apakah faktor pendukung dan penghambat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada 
Pemilu Presiden tahun 2014?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam 
Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 dan juga 
untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden 
tahun 2014. Hasil penelitian menggambarkan Peran yang dilakukan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih 
Masyarakat pada Pemilu Presiden tahun 2014 yaitu (1). Melakukan sosialisasi 
kemasyarakat  (2). Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti baliho, 
poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor/rumah (3). Sosialisasi 
melalui media massa seperti radio, dan surat kabar (4). Program Relawan 
Demokrasi (Relasi) (5). Sosialisasi mobil keliling. Selain Peran yang dilakukan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, adapun faktor pendukung dan 
penghambat yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam 
Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 sebagai 
berikut: faktor pendukung yaitu jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye 
calon presiden. Sedangkan faktor penghambatnya yakni letak geografis, pola pikir 
masyarakat, Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kendala pada saat 
melakukan sosialisasi.  
 











A. Latar Belakang 
Kinerja Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh sebuah Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan untuk mewujudkan 
kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat 
Demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat LUBER JURDIL hanya dapat 
terwujud apabila penyelenggaraan Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta 
memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. 
Penyelenggaraan pemilu lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas, 
sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
1
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang 
mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu 
Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan 
lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan 
mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam 
pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum 
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, 
tetap, dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang-
                                                          
1
 Undang-undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 “Tentang Penyelenggaraan Pemilu” 
(Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011). Hal 12.   
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Mengenai wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja 
meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU 
bersifat independen sebagaimana termakub dalam palam pasal 3 ayat (3) UU 
Nomor 15 tahun 2011 yang bunyinya “Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU 
bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya
3.”  
Berbeda dengan peranan KPU,  posisi  lembaga ini dalam UU Nomor 15 tahun 
2011 lebih mengakar karena adanya hubungan hierarkis antara KPU pusat dan 
KPU kabupaten. Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam pasal 5 ayat (3) UU 
Nomor 15 tahun 2011 “dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh 
Sekretariat Jendral; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing 
dibantu oleh sekretariat
4
. Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga 
tersebut dibantu Sekretariat Jendral (Setjen). Secara struktural KPU terdiri dari 
KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU pusat berkedudukan di Jakarta, KPU Provinsi 
berkedudukan di ibu kota provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di  ibu 
kota/kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Pantia 
Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di setiap kecamatan, dan Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan, 
setelah terbentuk, PPS membentuk kelompok Penyelenggaraan Pemungutan 
                                                          
2
 Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik, (Jakarta: Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia, 2010). Hal 55 
3
 Undang-undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 “Tentang Penyelenggaraan Pemilu” 
(Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011). Hal 12.   
4
 Undang-undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 “Tentang Penyelenggaraan Pemilu” 
(Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011). Hal 12.   
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Suara. Selain PPK dan PPS, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri 
(PPLN). Tugas PPLN adalah menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri. 




 Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap negara 
demokrasi, terlebih lagi bagi  negara yang berbentuk republik seperti  indonesia. 
Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok  demokrasi, yaitu 
kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara 
teratur (LIPI, 1998). Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan 
terlaksananya cita-cita kemerdekaan,  mencegah bercokolnya kepentingan tertentu 
di dalam tubuh tertentu di dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau 
digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.
6
 
Salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat Perubahan UUD 1945 
(1999-2002) adalah bahwa cara pengisian lembaga legislatif dan eksekutif, baik di 
tataran nasional, maupun lokal, harus dilakukan dengan cara pemilihan, tidak 
boleh dengan cara penunjukan, pengankatan, atau pewarisan, tentunya dengan 
asumsi akan lebih demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat 
sebagaiman yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa 
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar”. Selain itu indonesia telah menganut bentuk pemerintahan republik {vide 
pasal 1 ayat (1) UUD 1945} dan pemilihan umum merupakan pranata terpenting 
                                                          
5
 Undang-undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 “Tentang Penyelenggaraan Pemilu” 
(Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011). Hal 50-57.   
6
 Mukthie Fadjar, “Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demikrasi”, (Malang: Setara 
Press, 2013). Hal 1  
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bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi  dalam pemerintahan yang 
berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan 
pergantian pemerintah secara teratur 
7
. 
Perubahan UUD 1945 (1999-2002) salah satunya menyangkut perubahan 
mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem 
presidensial yang kita anut, dari yang semula dipilih oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung. 
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan, “Presiden dan 
Wakil Presiden di pilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara 
terbanyak”. Setelah perubahan UUD 1945, ketentuan Konstitusi tentang 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tercantu, dalam pasal 6A ayat (1) yang 
berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat”. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 
untuk pertama kali diadakan pada tanggal 6 juli 2004 sesudah selesainya 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut Pemilu 
Legislatif) Tahun 2004 dan untuk kedua kalinya dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 
2009 juga setelah selesainya Pemilu Legislatif  Tahun 2009.
8
  
Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator 
implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh 
rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam 
pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik 
                                                          
7
 Mukthie Fadjar, “Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demikrasi”, (Malang: Setara 
Press, 2013). Hal 28.  
8
 Mukthie Fadjar, “Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demikrasi”, (Malang: Setara 
Press, 2013). Hal 52. 
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mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri 
dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah 
pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau 
minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi 
politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.  
Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah 
menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum (Pemilu) secara reguler, yaitu 
Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014 
untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil 
presiden (Pilpres). Secara spesifik dunia internasional memuji, bahwa Pemilu 
Tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung 
secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi standar demokrasi global 
dengan tingkat partisipasi politik 92,7%, sehingga Indonesia dinilai telah 
melakukan lompatan demokrasi. Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik 
dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, Pemilu tahun 1999 merupakan awal 
dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih.
9
 Pada Pemilu 1999 tingkat 
partisipasi memilih 92,7% . Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada 
Pemilu 2004, yakni pada Pemilu Legislatif  turun hingga 84,07% dan pada Pemilu 
Presiden yaitu 77,44%, sedangkan Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi 
politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan Pada Pilpres 
2009 tingkat Partisipasi Politik pemilih mencapai 71,7%. Sedangkan Partisipasi 
                                                          
9
 Soebagio, “Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di 
Indonesia”, (Universitas Islam Syekh Yusuf, Tanggerang 2008). Hal 82. 
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pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58%. 
Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11%.
10
 
Partisipasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, 
karena dengan berpartisipasi, masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses 
pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsungyang identik dengan 
musyawarah sesuai yang terkandung dalam firman Allah QS. Asy-Syura 42 : 38. 
 
Terjemahannya: 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan 




Ayat ini telah menunjukkan bahwa betapa pentingnya musyawarah dalam 
kehidupan bermasyarakat, karena dengan musyawarah, kita bisa ikut 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 
Ini yang membuat penulis tertarik ingin meneliti peran komisi pemilihan 
umum kabupaten dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada 
pemilu presiden tahun 2014 yang semakin tahun semakin menurun. Diharapkan 
nantinya pada pemilu yang akan datang ini, baik itu pileg dan pilpres bisa berjalan 
dengan lancar dan kondusif dari masalah-masalah yang mempunyai kontribusi 
besar terhadap munculnya konflik dalam setiap tahapan pemilu Presiden adalah 
                                                          
10 http://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-
2014.html, (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2014, pukul 14:00). 
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profesional KPU Kabupaten / kota selaku penyelenggaraan. KPU Kabupaten / 
kota yang tidak profesional dalam kinerjanya dapat terlihat melalui indikasi 
transparansi dalam proses dalam setiap tahapan pemilu Presiden dan yang 
terpenting adalah netralitas KPU Kabupaten / kota sebagai penyelenggara. 
Masalah lain yang patut diperhatikan adalah kacaunya Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) ditambah dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan 
sehingga banyak yang tidak ikut memilih atau bisa dikatakan Golput. Mencermati 
tahapan pemilu tahun 2009 silam, hanya meliputi dua tahapan saja yaitu masa 
pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Namun pemilu  presiden Kabupaten Gowa 
tahun 2014 ini ada tiga macam tahapan kegiatan Pemilu Presiden yang meliputi 
tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian, tentu merupakan sebuah tugas 
yang amat rumit dan memerlukan banyak strategi KPU Kabupaten Gowa dalam 
melaksanakan tata kerja program dan kegiatan dari ketiga tahapan Pemilu 
Presiden tersebut, yang pada akhirnya nanti diharapkan dengan ketiga tahapan 
tersebut akan diperoleh hasil yang maksimal dalan Pemilu Presiden. 
Melihat peran KPU Kabupaten Gowa yang berat ini, penulis tertarik untuk 
membuat karya tulis yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu 
Presiden Tahun 2014” dengan harapan semoga tulisan ini bermanfaat untuk 
dapat memperbaiki Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam 
meningkatkan pertisipasi pemilih masyarakat pada Pemilu Legislatif dan Pemilu 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan  rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam 
meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden  tahun 2014? 
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 
Presiden tahun 2014? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten  Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada 
Pemilu Presiden tahun 2014. 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan menghambat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi 
pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014. 
2. Manfaat Penelitian 
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian 
dan bahan evaluasi terhadap peran Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada 
Pemilu Presiden tahun 2014 dan juga dapat dijadikan acuan agar 
Komisi Pemilihan Umum dapat lebih meningkatkan partisipasi 
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masyarakat pada Pemilu Presiden yang akan datang bisa jauh lebih 
baik dan lebih sukses dari yang sebelumnya. 
2. Memberikan pendidikan politik khususnya pada peran Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan partisipasi pemilih 
masyarakat pada Pemilu Presiden.  
D. Tinjauan Pustaka 
Penelusuran penulis mengenai judul ini, memang sudah banyak yang telah 
melakukan penelitian mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum. Namun yang 
membedakan judul ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada tempat 
dan upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat. Penulis 
belum mendapatkan penelitian tentang Peran Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada 
Pemilu Presiden Tahun 2014. Hasil penelitian yang memiliki tema mengenai 
Peran Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut. 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri Ichsan tentang “Kinerja 
Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada tahun 2012 Di 
Kabupaten Takalar”. 
Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam 
Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar di kategorikan kurang berhasil 
dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor 
pendukung dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Komunikasi, hubungan 
dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari 
kebijakan. (b). Sumber Daya Keuangan, penggunaan anggaran yang efesien dan 
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efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam 
pelaksanaannya. (c). Sumber Daya Manusia, peningkatan sumber daya manusia di 
Komisi Pemilhan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh 
KPU dalam proses pelaksanaan pemilukada. Sedangkan yang menjadi faktor 
penghambat dalam peningkatan kinerja KPU yaitu: (a). Sumber Daya Keuangan, 
pemilukada di kabupaten takalar tertunda karena dana penyelenggaraan pemilu 
belum diberikan. (b). Aktivitas Masyarakat, banyaknya masyarakat takalar 
sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti pemilukada dan menjadi golput.
12
 
2. “Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng dalam Sosialisasi 
Elektronic Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng tahun 
2013”. Oleh Fakhri S.R. 
Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronic Voting (e-voting) pada Pemilukada 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam 
pelaksanaan-pelaksanaan e-voting yaitu: (a). Terjadinya hubungan dinamis antara 
KPU dan Stekholder. (b). Peningkatan sumber daya manusia yang sejalan dengan 
ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam 
pelaksanaan-pelaksanaan e-voting yaitu: (a). Kelemahan saat operasional, fondasi 
teknis atau hukum pada akhirnya akan muncul ke permukaan dan mungkin akan 
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 Muhammad Fajri Ichsan, Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan 
Pemilukada Tahun 2012 Di Kabupaten Takalar, (Universitas Muhammadiyah Makassar: Sebuah 
Skripsi, 2013). Hal V. 
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mendiskreditkan. (b). Konteks negatif sosial politik menciptakan resiko serius, 
bahkan jika fondasi teknis dan operasional dari solusi e-voting diperdengarkan.
13
 
3. “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 
Daerah Kabupaten / Kota (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan 
Walikota Salatiga Tahun 2011)”. Oleh Eko Romadona. 
Penelitian yang dilakukan oleh Eko Romadona mengatakan bahwa 
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality) dari 
9 (sembilan) faktor penentu ada 2 (dua) faktor yang tidak terpenuhi yaitu Akses 
yang mudah saat masyarakat belum terdaftar di DPT, Kesigapan KPU Kota 
Salatiga dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait DPT, jadi dapat 
dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas Hukum dan 
Kejujuran (accountability for probity and legality) adalah “BAIK”. 
Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability) dari 9 (sembilan) 
faktor penentu ada 3 (tiga) yang tidak terpenuhi yaitu Perekrutan petugas PPDP 
dengan mekanisme yang ketat, Petugas PPDP yang direkrut bekerja maksimal, 
Petugas PPS melakukan kontrol dan pengawasan yang maksimal kepada PPDP, 
jadi dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas 
Manajerial (Managerial Accountability) adalah “CUKUP”. 
Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Program (Program Accountability), 
dari 9 (sembilan) faktor penentu ada 3 (tiga) yang tidak terpenuhi yaitu 
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Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pilkada dengan anggaran yang memadai, 
Kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Partai politik supaya Pasangan Calon 
beriklan politik lebih bermutu, penindakan tegas terhadap pelanggaran saat 
berlangsungnya kegiatan  kampanye, jadi kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi 
Penilaian dari dimensi  Akuntabilitas Program (Program Accountability) dapat 
dikategorikan “CUKUP”. 
Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability), 
dari 9 (sembilan) faktor penentu di ketiga indikator tersebut semua memenuhi dan 
dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas 
Kebijakan (Policy Accountability) adalah “BAIK”. 
Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability) dilihat dari 9 (sembilan) 
faktor penentu, semua terpenuhi dari setiap indikator kinerja KPU Kota Salatiga 
dalam Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011, dan dikategorikan 
kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas Finansial (Financial 
Accountability) adalah “BAIK”.14 
4. “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik”, Oleh 
M. Yusuf A.R. 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1). Peran KPU dalam 
menyosialiasikan penyelenggaraan Pemilu merupakan pelaksanaan tugas dan 
kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu, 2). Sosialisasi tentang Pemilu 
merupakan proses memberikan pendidikan politik dan bertujuan untuk 
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 Eko Romadona, Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota 
(Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga Tahun 2011), (Universitas Kristen 
SatyaWacana: Sebuah Skripsi, 2012).  
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menghasilkan Pemilu yang lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. 3). 
Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media massa ataupun dengan cara 
mengadakan simulasi pemungutan suara. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan 
sesuai dengan kode etik KPU.
15
 
E. Landasan Teoritis dan Konseptual  
1. Teori Peran 
Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara 
teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. 
Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan 
dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. 
Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianologikan dengan posisi 
seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang 
dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku 
yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam 
kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau 
aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.
16
 
Kahn et al mengenalkan teori peran pada literatur perilaku organisasi. 
Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi 
harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Harapan tersebut 
meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu 
akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam 
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 M Yususf A.R, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik, 
(Universitas 45 Mataram: Sebuah Jurnal, 2010). Hal 1. 
16 Gartiria Hutami, Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen 
Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota 
Semarang) (Universitas Diponegoro, Jurnal). Hal. 5. 
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berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak 
jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan 
tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut 
dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu 




2. Teori Kelembagaan (Institusi) 
Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, 
hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan 
yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi dan politik karena kini mulai 
banyak pakar politik berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi dan 
politik pada umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang ilmu politik 
kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (the rules) dan kegiatan 
kolektif (collective action) untuk kepentingan bersama atau umum (public).
18
 
Tony Djogo (2003) Ada berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan 
oleh ahli dari berbagai bidang. Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) Lembaga 
adalah  aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang 
menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan 
harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan 
yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Sedangkan menurut 
Ostrom, (1985-1986) kelembagaan diidentikan dengan aturan dan rambu-rambu 
                                                          
17 Gartiria Hutami, Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen 
Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota 
Semarang) (Universitas Diponegoro, Jurnal). Hal. 5. 
18 Tony Djogo Dkk, Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri ( 
Bogor : World Agroforestry Centre (ICRAF) 2003). Hal.3-4. 
24 
 
sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat 
untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama 
lain. Penataan institusi (institutional arrangements dapat ditentukan oleh beberapa 
unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan 
kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk 
merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.
19
 
Dari definisi para ahli tersebut Djogo Dkk, menyimpulkan dan 
mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara 
anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan 
bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu 
organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat 
berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian 
prilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.
20
 
Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (1997)  kelembagaan 
didefinisikan sebagai  suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan 
suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.
21
 
 Pada umumnya Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
lembaga formal dan lembaga non-formal. Menurut Sitti Bulkis (2011), 
Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu 
kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal); kategori sektor 
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sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi); kategori sektor swasta (organisasi 
jasa dan bisnis swasta). Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis (line 
organization, military organization); lembaga garis dan staf (line and staff 
organization); lembaga fungsi (functional organization) Jadi pengertian dari 
kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai 
tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma dan aturan 




Dari berbagai elemen teori di atas dapat kita lihat bahwa definisi institusi 
atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode 
etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang 
membuat orang saling mendukung dan bisa berproduksi atau menghasilkan 
sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam 
yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati 
aturan atau menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa 
hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling 
mengikat. 
Menurut Mariam Budiarjo dalam bukunya “Dasar-dasar Ilmu Politik”.  
Institusional sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang abad 19 
sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, 
terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut 
antara lain sifat dari UUD, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal 
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serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, 
dan badan yudikatif. Bahasan ini lebih bersifat statis dan deskiptif daripada 
analitis, dan banyak memakai ulasan sejarah. Yang terjadi, pendekatan tradisional 
lebih sering bersifat normatif (yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu) 
dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi Barat. Di samping itu, bahasan 
biasanya terbatas pada negara-negara demokrasi Barat, seperti Inggris, Amerika, 
Prancis, Belanda dan Jerman. Pendekatan ini cenderung untuk mendesak konsep 
kekuasaan dari kedudukan sebagai satu-satunya faktor penentu, sehingga menjadi 
hanya salah satu dari sekian banyak faktor (sekalipun mungkin penentu yang 
paling penting) dalam proses menbuat dan melaksanakan keeputusan.23 
3. Konsep Partisipasi Politik 
Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli 
yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan 
Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga 
negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau 
memengaruhi hidupnya. Miriam Budiarjo secara umum mengartikan partisipasi 
politik sebagai kegiatan sesorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara 
aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara 
langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerinah (public policy).
24
 
Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik 
adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses 
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pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi 
jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan 
berpengaruh terhadap kehidupan mereka.
25
 
Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu 
partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul 
mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang 
berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan 
perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin 
pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif 
berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan 
saja setiap keputusan pemerintah.
26
 
F. Metode Penelitian 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini di lakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Gowa. Dengan  pertimbangan bahwa pengembangan peran dalam meningkatkan 
Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden perlu di tingkatkan lagi dengan para 
Pegawai, dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Jalan Andi 
Mallombasang (Sungguminasa) Provinsi Sulawesi Selatan.  
B. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Deskriptif 
Kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas 
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tentang peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan 
partisipasi pemilih masyarakat pada Pemilu Presiden Tahun 2014. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, tetapi cukup 
menggambarkan suatu keadaan yang berhubungan dengan peran Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi 
pemilih masyarakat pada Pemilu Presiden Tahun 2014. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data 
primer dan sekunder. 
a. Data primer yaitu yang dikumpulkan dan diolah sendiri pengguna data, 
yang diperoleh melalui wawancara secara intensif terhadap beberapa 
reponden yang ditetapkan sebagai sampel. 
b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokuman, 
catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua 
bagian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah yang bersumber 
dari kepustakaan (Library Research), sedangkan data primer adalah data yang 
bersumber dari studi lapangan (Field Research) studi lapangan yang dilakukan 
dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai objek yang diteliti 




Observasi merupakan penelitian dengan cara mengamati objek yang 
diteliti dalam penelitian ini menempuh dua cara yaitu : 
a. Pengamatan Langsung 
Pengamatan langsung yang dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang 
diteliti. 
b. Pengamatan tidak Langsung 
Pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek yang melalui perantara 
suatu alat atau cara, baik yang dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun 
buatan. 
2. Wawancara 
Teknik Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data secara 
langsung dengan responden  yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah 
dipersiapkan. 
3. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian 
untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang 
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum, beserta 





2. Sampel  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Agar penelitian ini dapat memberikan generalisasi dengan 
tingkat kesalahan yang sangat kecil, maka dalam penelitian ini menggunakan 
teknik sampling yaitu dimana anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 
dijadikan sampel. 
4. Teknik Analisis Data 
Adapun teknik analisi data yang penulis gunakan dalam mengelola adalah 
teknis analisis deskriptif kualitatif dari data hasil observasi dan wawancara setelah 
data dikumpulkan selanjutnya dianalisis data yang sudah terkumpul. 
5. Jadwal Penelitian 
Adapun pelaksanaan penelitian yang diteliti rencanakan mencakup tiga 
tahap, yaitu : 
1. Persiapan 
Pada tahap ini peneliti mengurus perizinan, penyusunan instrumen 
peneliti. 
2. Pelaksanaan 
Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data, mengelola data, 
menganalisis data yang diperoleh kemudian melakukan uji hipotesis 
dan penarikan kesimpulan. 
3. penyelesaian  
pada tahap ini peneliti menulis laporan penelitian, diskusi perbaikan, 
dan penggandaan laporan skripsi. 
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G. Sistematika Penulisan 
1. BAB I membahas tentang pendahuluan yang berisikan: latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan metode penelitian. 
2. BAB II berisi tentang gambaran umum dari lokasi penelitian di 
kantor komisi pemilihan umum kabupaten gowa. 
3. BAB III berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang 
membahas tentang langkah-langkah atau upaya-upaya yang 
dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
dikabupaten gowa. 
4.  BAB IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 






















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 
Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 
5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya 




Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini 
berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan 
dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan 
dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat 
berbata san dengan Kota Makassar dan Takalar.
28
 
Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah 
Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa 
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Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan 












1 Bontonompo Tamallayang 16 30,39 1,61 
2 Bontonompo 
Selatan 
Pabundukang 30 29,24 1,55 
3 Bajeng Kalebajeng 12 60,09 3,19 
4 Bajeng Barat Borimatangkasa 15,80 19,04 1,01 
5 Pallangga Mangalli 2,45 48,24 2,56 
6 Barombong Kanjilo 6,5 20,67 1,10 
7 Somba Opu Sungguminasa 0,00 28,09 1,49 
8 Bontomarannu Borongloe 9 52,63 2,79 
9 Pattallassang Pattallasssang 13 84,96 4,51 
10 Parangloe Lanna 27 221,26 11,75 
11 Manuju Bilalang 20 91,90 4,88 
12 Tinggi Moncong Malino 59 142,87 7,59 
13 Tombolo Pao Tamaona 90 251,82 13,37 
14 Parigi Majannang 70 132,76 7,05 
15 Bungaya Sapaya 46 175,53 9,32 
16 Bontolempangan Bontoloe 63 142,46 7,56 
17 Tompobulu Malakaji 125 132,54 7,04 
18 Biringbulu Lauwa 140 218,84 11,62 
JUMLAH 1.883,33 100 
Sumber : http://www.gowakab.go.id  
 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 
terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 
167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar 
berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 
kecamatan yakni  Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 
Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 
34 
 
27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 
Kecamatan yakni  Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, 




2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 
A. Komisi Pemilihan Umum 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu merupakan satu-satunya lembaga 
yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, 
Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang 




Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang 
menyelenggarakan pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas 
Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden secara 
langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara 
demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan 
sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara 
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yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga KPU.
31
 
Sesuai ketentuan umum undang-undang republik indonesia nomor 15 
tahun 2011  tentang penyelenggara pemilihan umum ketentuan umum pasal 1 ayat 
1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: pemilihan umum, selanjutnya 
disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 
negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang 
dasar negara republik indonesia tahun 1945.
32
  
Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam 
menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam Pasal 22 e ayat (5) 
UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu 
Komisi Pemilhan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal tersebut 
juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu. Dalam 
operasinya, KPU mempunyai kewenangan wilayah kerja yang meliputi seluruh 
wilayah Indonesia dan mempunyai kedudukan yang berjenjang, mulai dari pusat 
sampai daerah. Di pusat biasa disingkat KPU, ditingkat provinsi dinamakan 
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi dan di tingkat kabupaten / 
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kotamadya disebut KPUD kabupaten / kota. Pada tiap tingkatan tersebut KPU 
mempunyai kewenangan yang berbeda-beda.
33
 
Secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh komisi 
pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk 
pemerintah. Selain KPU, kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum juga 




KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era 
Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 
Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai 
Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) 
dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur 
akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur) pada tanggal 11 April 2001.
35
 
KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 
yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, 
akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus 
Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk 
menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah 
sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi 
pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil 
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tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih 
berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, 
integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor 
penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena 
didukung oleh personal yang jujur dan adil.
36
 
Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, 
muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas 
pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai 
penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas 
usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya 
keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang 
Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu 
DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden.
37
 
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 
Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh 
suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 
Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU 
sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga 
yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa 
                                                          
36
 http://kpu.go.id, (Diakses pada tanggal 6 November 2014, Jam 08:00 wita). 
37
 http://kpu.go.id, (Diakses pada tanggal 6 November 2014, Jam 08:00 wita). 
38 
 
jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan 
Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.
38
 
Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian 
disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.
39
 
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 
Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai 
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai 
lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan 
seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan 
Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan 
yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan 
penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut 
mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan 
                                                          
38
 http://kpu.go.id, (Diakses pada tanggal 6 November 2014, Jam 08:00 wita). 
39
 http://kpu.go.id, (Diakses pada tanggal 6 November 2014, Jam 08:00 wita). 
39 
 
Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
40
 
Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas 
dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan 
dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, 
KPU Provinsi, dan Bawaslu.
41
 
Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, 
DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah 
anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 
11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, 
fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan 
tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu 
Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
42
 
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 
Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan 
perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 
5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu 
berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib 
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penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; 
profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.
43
 
Cara pemilihan calon anggota KPU menurut Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia 
Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang 
yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian 
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. 
Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 
Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 
Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon 
anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif 
untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 
orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang 
diumumkan tanggal 31 Juli 2007.
44 
B. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 
1) Visi 
Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan 
Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, 
demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 
Pemilihan Umum; 
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 
akuntabel, edukatif dan beradab; 
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, 
efisien dan efektif; 
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara 
adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara 
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 




C. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 
Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan 
Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk 
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melaksanakan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Gowa mempunyai tugas 
kewenangan sebagai berikut :  
1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;  
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak 
sebagai peserta Pemilihan Umum;  
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan 
mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat 
sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;  
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk 
setiap daerah pemilihan;  
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah 
pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;  
6. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil 
Pemilihan Umum;  
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.46  
Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat 
tambahan huruf: tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
47
  
Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut 
juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud 
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dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum 
dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.
48
 
Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam 
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: 
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan 
jadwal dikabupaten/kota; 
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 
d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh 
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 
menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; 
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden dikabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil 
rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara 
penghitungansuara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 
h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 
Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 
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i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS; 
j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 
oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 
k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif 
kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai 
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang 
sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota 
dan ketentuan peraturan perundangundangan; 
l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 
dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 
m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan 
Pemilu; dan 




D. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Gowa  
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU 
Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota 
bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten/Kota. 
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Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tertulis pada pasal 17 yaitu: 
a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 
b. Memberikan dukungan teknis administratif; 
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam 
menyelenggarakan Pemilu; 
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 
serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; 
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 
Kabupaten/Kota; 
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; 
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan 




Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: 
a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota; 
b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota; 
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c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 
kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota; 
d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 
Kabupaten/Kota; 
e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta 
memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota; 
f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan 
hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota; 
g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota; 
h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan 
Pemilu di Kabupaten/Kota; 
i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota; 




Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, 
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang: 
a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; 
b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana 
dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
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c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan 
kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan 




Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, 
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban : 
a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 
b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan 
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E. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 
Tabel 2 














Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 
 
F. Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten  Gowa. 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 04 Tahun 2010 tentang 
Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Gowa  yang terdapat dalam pasal 62 terutama staf pelaksana pada 
subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat dijabarkan sebagai 
berikut: 
Zainal Ruma, S.Pd, MM 
Ketua 
Kepala Divisi Hubungan 
Antar Lembaga Dan Logistik 
Sukman, S.Ag, MM 
Anggota 
Kepala Divisi Hukum, 
Pengawasan dan 
Humas 
Nuzul Fitri, S.Thi 
Anggota 
Kepala Divisi Teknis 
Penyelenggaraan  










A. Ruslan Idris, SH, MH 
Sekretaris 
Kasubag Keuangan, 
Umum dan Logistik 
 





Pemilu dan Hupmas 
 
Lukman, SE 






A. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi 
pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota 
DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota; 
B. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk 
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 
C. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi 
tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil 
Pemilu; 
D. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis 
pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu; 
E. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan 
pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 
F. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu 
Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk 
melengkapi kekurangan persyaratan; 
G. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan 
penerbitan informasi Pemilu; 
H. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu; 
I. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan 
kampanye; 
J. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye; 
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K. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman 
teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan 
pemilih; 
L. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan 
Hubungan Partisipasi Masyarakat; 
M. Mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-
bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 
N. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU 
Kabupaten/Kota; 
O. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh 
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; 
P. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan 
dokumentasi hasil Pemilu; 
Q. Menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag 
Teknis dan Hubmas; 
R. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.57
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G. Pemilih Dan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Presiden Di Kabupaten Gowa 2004-2014 
Pemilih Dan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Presiden Di Kabupaten Gowa 2004-2014 menunjukkan jumlah pemilih yang 
tiap pemilihan presiden memiliki peningkatan, akan tetapi jumlah yang tidak menggunakan Hak juga ikut meningkat tiap pemilihan 





















LK PR JML LK PR JML % JML % 
1. Pilpres I 2004 1.447 179.662 197.531 377.193   327.207 86,75% 49.986 13,25% 
2. Pilpres II 2004 1.447 179.313 200.963 380.276   323.586 85,09% 56.690 14,91% 
3. Pilpres 2009 1.111 212.451 231.324 443.775 172.021 192.562 364.583 82,15% 79.192 17,85% 
4. Pilpres 2014 
(DPT+DPTb+






1.194 246.231 262.771 509.002   363.309 71.38% 145.693 28,62% 
Sumber: KPU Kabupaten Gowa 
 
Dalam tabel di atas menyebutkan dari jumlah TPS, jumlah pemilih jumlah yang mengunakan hak (partisipasi Pemilih) dan 
jumlah yang tidak menggunakan hak pilih selama pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten Gowa, mengalami jumlah 
pasang surut walaupun demikian demikian jumlah rata-rata partisipasi pemilih dan yang tidak mengunakan hak pilih setiap 
penyelenggaraan pemilihanan umum dan setiap dilaksanakan pemilihan Umum selalu saja meningkat. Dari data diatas jumlah TPS 
Khususnya pemilihan presiden yang disediakan oleh KPU kabupaten gowa pada pilpres tahun 2004 putaran pertama dan kedua 
berjumlah 1.447, tahun 2009 berjumlah 1.111, dan tahun 2014 berjumlah 1.194. kemudian jumlah pemilih pada pilpres tahun 2004 
putaran petama berjumlah 377.193, putaran kedua berjumlah 380.276, tahun 2009 berjumlah 443.775 dan tahun 2014 berjumlah 
520.988. kemudia yang menggunakan hak (partisipasi pemilih) pada tahun 2004 putaran pertama berjumlah 327.207 (86.75%), 
putaran Kedua berjumlah 323.586 (85,09%), tahun 2009 berjumlah 364.583 (82,15%), tahun 2014 berjumlah 375.047 (71,99%). Dan 
kemudian yang tidak mengunakan hak pilih pada pilpres 2004 putaran pertama berjumlah 49.986 (13,25%), putaran kedua berjumlah 
56.690 (14,91%), tahun 2009 berjumlah 79.192 (17,85%), tahun 2014 berjumlah 145.941 (28,01%). 
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Dari data tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah pemilih 
setiap pemilihan presiden diselenggarakan jumlahnya terus meningkat, jumlah 
yang mengunakan hak (partisipasi pemilih) setiap diselengarakan pilpres hasilnya 
terus menurun dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih hasilnya terus 
meningkat setiap dilangsungkan pemilihan.  
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H. Data Pemilih Tetap Pilpres 
Data pemilih tetap pilpres (pemilu presiden) di Kabupaten Gowa pada tahun 2014 terdapat 18 Kecamatan. Tiap Kecamatan 
mempunyai puluhan TPS, itu dikarenakan angka jumlah penduduk ini semakin banyak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini. 
Tabel 4 
Kecamatan Data Pemilih Tetap Pilpres 










L P Nihil 
(%) 
Total 
1. BAJENG 96 22.370 24.064 0 46.434 0 0 0 
2. BAJENG BARAT 43 8.854 9.625 0 18.479 0 0 0 
3. BAROMBONG 50 13.125 13.620 0 26.745 0 0 0 
4. BIRINGBULU 96 13.983 14.299 0 28.282 0 0 0 
5. BONTOLEMPANGANG 36 6.968 7.064 0 14.032 0 0 0 
6. BONTOMARANNU 51 11.094 12.243 0 23.337 0 0 0 
7. BONTONOMPO 65 14.453 16.094 0 30.547 0 0 0 
8. BONTONOMPO 
SELATAN 
50 10.807 12.308 0 23.115 0 0 0 
9. BUNGAYA 44 5.370 6.088 0 11.458 0 0 0 
10. MANUJU 31 4.977 5.440 0 10.417 0 0 0 
11. PALANGGA 162 38.096 40.188 0 78.284 0 0 0 
12. PARANGLOE 38 5.828 6.324 0 12.152 0 0 0 
13. PARIGI 39 5.082 5.623 0 10.705 0 0 0 
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14. PATTALASANG 41 8.645 8.726 0 17.371 0 0 0 
15. SOMBA UPU 160 47.438 50.791 0 98.229 0 0 0 
16. TINGGIMONCONG 50 7.770 8.113 0 15.883 0 0 0 
17. TOMBOLOPAO 64 9.917 10.010 0 19.927 0 0 0 
18. TOMPOBULLU 78 11.454 12.151 0 23.605 0 0 0 
TOTAL 1.194 246.231 262.771 0 509.002 0 0 0 
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 
 
Dalam tabel data pemilih tetap pilpres diatas menyebutkan jumlah TPS, jumlah pemilih laki-laki, jumlah pemilih perempuan 
dan jumlah pemilih gabungan dari laki-laki dan perempuan. Terdapat 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, jika digabungkan 
dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, jumlah TPS yang ada di Kabupaten Gowa sebanyak 1.194. jumlah pemilih laki-laki 
yang ada di Kabupaten Gowa sebanyak 246.231. Jumlah pemilih perempuan yang ada di Kabupaten Gowa sebanyak 262.771. 
Kemudian  jika dgabungkan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang ada di Kabupaten Gowa, total semua jumlah pemilih 
sebanyak 509.002. Kecamatan yang paling banyak masyarakatnya yang termasuk dalam data pemilih tetap pilpres 2014 yaitu 
Kecamatan Somba Opu dengan jumlah pemilih 98.229 dimana Kecamatan ini terdapat 160 TPS. Sedangkan Kecamatan yang paling 
sedikit masyarakatnya yang termasuk dalam data pemilih tetap pilpres 2014 yaitu Kecamatan Manuju dengan jumlah pemilih 10.417 




PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan 
Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden  Tahun 2014 
Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan 
pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan presiden. Karena 
bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses 
pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam 
pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Sosialisasi politik untuk 
meningkatkatkan partisipasi pemilih sebenarnya Sudah menjadi tanggung jawab 
bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu 
sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. 
Lembaga penyelenggara pemilu baik tingkat pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pemilihan umum terutama menjelang pemilihan legislatif dan menjelang 
pemilihan presiden 2014. Begitu pula dengan KPU Kabupaten Gowa, telah 
berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat 
Kabupaten Gowa agar masyarakat di Kabupatern Gowa mau memberikan hak 
suaranya dalam proses pesta demokrasi tersebut. 
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ali’Imran 3 : 159 yang 
bermakna bahwa bermusyawaralah kamu baik itu ikut serta dalam sosialisasi dan 
pengambilan keputusan dengan cara ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. 
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Terjemahannya:  
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya. . (QS. Ali’Imran 3 : 159).60 
 
Peran yang menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten 
Gowa yakni sosialisasi politik yang turun langsung kelapangan. Sosialisasi politik 
dilakukan melalui dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak 
langsung. Untuk lebih jelasnya, upaya-upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 
presiden tahun 2014 sebagai berikut:  
1. Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat. 
  Peran KPU Kabupaten Gowa dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu 
kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar 
bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat 
penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak 
masyarakat yang memilih golput. Bahkan dalam Pilkada di Kabupaten Gowa, 
presentase golput relatif besar yaitu sekitar 25 – 35% dari total jumlah pemilih. 
Walaupun golput juga bagian dari pilihan demokratis yaitu pilihan antara memilih 
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dan tidak memilih, tetapi sikap golput berpotensi memandulkan pemilu sebagai 
ajang penjaringan aspirasi masyarakat. Mereka yang golput tentu tidak diketahui 
bagaimana aspirasi mereka. 
  Tujuan dari sosialisai politik tidak telepas dari proses penyadaran 
masyarakat dan Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik. 
sebagaimana yang diungkap oleh Joko J. Prihatmoko (2003) tujuan dari sosialisasi 
adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran 
politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting 
untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat. Pendidikan politik 
memang tugas seluruh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keluarga.
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Sedangkan menurut Arbi Sanit (1997), partisipasi politik adalah peran 
serta masyarakat secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan 
kebijaksanaan publik, dan pengawasan proses pemerintahan. Pemilu menjadi 
instrumen sangat penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan tentang siapa yang berhak menjalankan organisasi yaitu 
negara Indonesia, baik di dalam lembaga legislative ataupun lembaga eksekutif.
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Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih 
berkaitan dengan Pemilu di antaranya yaitu: manfaat pemilu, nama-nama peserta 
pemilu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata 
cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara 
pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan 
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suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, 
informative, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan 
dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan 
masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan 
memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, 
stiker, dan sebagainya. 
Untuk melaksanakan sosialisasi pemilu, KPU Kabupaten Gowa berpegang 
pada Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum sebagai Komisi Pemilihan Umum. 
Agar hasil kerjanya dipercayai publik, maka KPU dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya para pelaksana pemilihan umum harus bertindak independen, 
nonpartisan, dan tidak memihak. Untuk mewujudkan sikap independen, 
nonpartisan, dan tidak memihak itu, para pelaksana pemilihan umum harus 
melaksanakan pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
mematuhi Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum. 
Sosialisasi politik, khususnya tentang pemilu sangat penting dilakukan 
agar penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. 
Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk 
menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik yang berhasil 
dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pemilu menjadi lebih baik. 
Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya ataupun pemilu Kepala Daerah di 
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berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran tentang bagaimana harus 
menyelenggarkan pemilu dengan lebih baik.
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Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilpres 2014 yaitu: 
1. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sekaligus 
pelantikan pelantikan pengukuhan kembali PPK (panitia pemelihan 
kecamatan) dan PPS (panitia Pemungutan suara) pada pemilihan 
umum DPR, DPD dan DPRD,  tahun 2014 serta pemilihan umum 
presiden dan wakil presiden yang bertempat di Gedung Haji. Bate Jln. 
Tumanurung No. 11 Sungguminasa  Kabupaten Gowa. (Lihat lampiran 
gambar 1). 
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melakukan gerak jalan 
santai dalam rangka sosialisasi tahapan pemilu dan upaya peningkatan 
masyarakat dalam  pemilu yang bertempat di lapangan Syekh Yusuf. 
(Lihat lampiran gambar 2). 
3. Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 
dengan mengunjungi Panti Jompo di Panti Sosial Tresna Werdha Gau 
Mabaji yang berada di Jalan Poros Malino Desa Romangloe 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk memberikan 
pengetahuan tentang seputar pemilu dan tata cara pencoblosan. (Lihat 
lampiran gambar 3). 
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4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mendatangi sekolah-
sekolah yang ada di Kabupaten Gowa  kegiatan ini dilaksanakan untuk 
memberikan penjelasan Pemilu, gambaran pemilu, tata cara memilih, 
dan juga memberikan poster ukuran mini yang dimana dalam poster itu 
terdapat ajakan ayo memilih pada pilpres 2014 kepada para pemilih 
pemula khususnya SMA. (Lihat lampiran gambar 5).   
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi ke 
komunitas An Nadzier di Kelurahan Mawang, Kecamatan 
Bontomarannu. sosialisasi tersebut dilakukan sebagai cara untuk 
mengajak berpartisipasi di Pemilu pilpres tahun 2014. Yang paling 
penting dalam sosialisasi ini yaitu tentu mengajak mereka untuk ikut 
memilih. Juga menjelaskan tata cara pencoblosan yang benar. (Lihat 
lampiran gambar 7). 
2. Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga. 
  Kata “Alat Peraga” diperoleh dari dua kata alat dan peraga. Kata utamanya 
adalah peraga yang artinya bertugas “meragakan” atau membuat bentuk “raga” 
atau bentuk “fisik” dari suatu arti/pengertian yang dijelaskan. Bentuk fisik itu 
dapat berbentuk benda nyatanya atau benda tiruan dalam bentuk model atau dalam 
bentuk gambar visual/audio visual
64
. Contoh alat peraga yang dilakukan KPU 
yaitu .(Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah). 
Ini dilakuakan oleh KPU Kabupaten Gowa Menjelang Pemilu 2014. Baik itu pada 
saat pemilihan Legislatif 9 April terlebih lagi pada saat menjelang pemilihan 
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presiden 9 Juli 2014. Ditayangkan iklan tentang tata cara pemilihan yang baik dan 
benar serta ajakan untuk mengunakan hak memilih yang ditayangkan di telivisi 
lokal yang ada di Sulawesi Selatan Kota makassar. Hal ini dapat dilihat dengan 
disebarkan baliho yang tergantung di tempat strategis serta stiker yang disebar 
dirumah seperti disamping jalan raya yang ramai dilalui oleh masyarakat, kantor 
camat, kantor, lurah/desa dan posko pemenangan calon baik calon legislatif 
maupun calon presiden. Selain membuat penyebaran informasi, ajakan memilih 
serta panduan memilih yang baik dan benar melalui iklan Audio visual, Koran, 
baliho, poster,  panflet, pin, spanduk, stiker pada mobil, motor, dan rumah. KPU 
Kabupaten Gowa juga membuat poster ukuran mini di wesbsite pribadi dan juga 
meyebarkannya di jejaring social lainnya. (Lihat lampiran gambar 4). 
  KPU Kabupaten Gowa membuat ini semua untuk menarik minat pemilih 
untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan juga untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden. Dalam alat peraga ini terdapat 
ajakan, jadwal pemilihan, tata cara mencoblos, alur pemilihan, dan foto calon dan 
wakil presiden. Cara ini dilakukan agar masyarakat tidak bingung dalam memilih 
dan menentukan pilihan. 
  Sebagaimana diungkapakan oleh Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik 
H. Syamsu Alam, BSC. Beliau menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang terus 
kami upayakan untuk menarik simpatik dan meningkatkan partisipasi masyarakat 
untuk memilih yakni sosialisasi politik melalui penyebaran informasi melalui alat 
peraga. Sejauh ini penyebaran infomasi melalui alat-alat peraga sangat membantu 
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3. Sosialisasi Melalui Media Massa, Seperti: Radio Dan Surat Kabar. 
Media merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, adil, transparan, 
dan profesional. Melaui pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, 
masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaraan pemilu. 
Termasuk menginformasikan rekam jejak calon-calon capres dan cawapres. 
Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melakukam 
sosialisasi melalui media massa baik itu dalam bentuk iklan dan penyampaian 
atau pemberitahuan melalui radio venus, rewako, dan gama fm dan gambar atau 
wacana melalui surat kabar tribun timur dan fajar agar masyarakat Kabupaten 
Gowa memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka. 
Karena melalui media massalah, masyarakat Kabupaten Gowa bisa mengetahui 
visi-misi, kerjaan, dan biografi para calon. bukan cuman itu, masyarakat 
Kabupaten Gowa juga bisa mengetahui jadwal dan alur pelaksanaan pilpres dan 
juga bisa memantau perkembangan pilpres dari mulai kampanye sampai 
perhitungan suara. Media memegang peran penting untuk mengawal pelaksanaan 
pemilu 2014 sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. 
Selain itu, media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan 
pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat mengunggah partisipasi 
pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, lembaga-lembaga ini 
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bertanggung jawab dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan 
menekan golput pada pemilu 2014. Motivasi tersebut dapat diberikan dalam 
bentuk pendidikan politik.  
Sebagaimana diungkapakan oleh Kepala Divisi Perencanaan Program dan 
Data Komisioner KPU Kabupaten Gowa, Muhtar Muis, SS mengungkapakan 
sejauh ini media sebagai lembaga yang independen sangat berperan penting dalam 
pencerdasan dan pencerahan politik bagi masyarakat dan melalui media televisi 
KPU bisa memberikan gambaran umum secara visual terkait penyelenggaraan 
pemilu dan masyarakat dapat melihat rekam jejak calon-calon capres dan 
cawapres. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan lebih 
mengenal calon wakil-wakil mereka.
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4. Program Relawan Demokrasi (Relasi) 
Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. 
Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana 
mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. 
Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi 
dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat 
ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung 
jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara 
optimal. 
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Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 mesti menjadi titik balik 
persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi memilih 
harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya 
memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa 
lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu 
terwujud. 
Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU Kabupaten Gowa 
melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih 
strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, 
penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan 
dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap 
komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua 
komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut 
adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika 
sosial-politik berbangsa dan bernegara. 
Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali 
kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakan masyarakat 
tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana 
serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 




 Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut:  
1. Meningkatkan kualitas proses pemilu  
2. Meningkatkan partisipasi pemilih  
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi  
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan 
demokratisasi  
 Mekanisme Kerja Relawan Demokrasi 
1. Dalam menjalankan tugasnya relawan demokrasi menggunakan pilihan 
metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:  
a. Simulasi  
b. Bermain peran/role playing  
c. Diskusi kelompok/FGD  
d. Ceramah 
e. Alat bantu (visual dan non visual)  
f. Posting materi sosialisasi ke media sosial  
2. Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi:  
a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping).  
b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.  
c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan.  
d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu 
yang lain.  
e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.  
f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kab/Kota.  
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 Materi Sosialisasi Relawan Demokrasi 
Dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan materi 
tentang:  
a. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.  
b. Tata cara pemberian suara dalam pemilu.  
c. Pengenalan terhadap kontestan pemilu.  
d. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan segmen.  
KPU Kabupaten Gowa membuat Program Relawan Demokrasi ini 
merupakan salah satu bentuk dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih 
dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. Tugas Relawan 
Demokrasi (Relasi) ini membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bersama-sama terjun kelapangan 
dan menyampaikan tanggal pelaksanaan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu 
Presiden tahun 2014, Memberikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi 
pada saat pemilu, dan memperkenalkan tata cara pencoblosan. Relawan 
Demokrasi (Relasi) ini mendatangi semua kecamatan yang ada di Kabupaten 
Gowa, akan tetapi Relasi ini mendatangi tempat yang dianggapnya sangat 
strategis untuk melakukan sosialisasi yang ada di masing-masing kecamatan. 
Seperti contohnya mendatangi ibu-ibu majelis ta’lim yang berkumpul di mesjid, 
pasar, dan tempat keramaian yang lainnya. Selain itu Relasi juga membagikan 
poster ukuran mini kepada masyarakat tentang ajakan ayo memilih. (Lihat gambar 
6, 7 dan 8). 
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Akan tetapi yang membedakan Relawan Demokrasi (Relasi) Kabupaten 
Gowa dan Relawan Demokrasi (Relasi) lainnya yaitu pada saat perekrutan. Relasi 
ini direkrut berdasarkan usia dan kemampuannya dan diliat juga dari latar 
belakangnya. Selain itu KPU Kabupaten Gowa juga mengambil orang yang 
mayoritas dan minoritas. Seperti contohnya orang pesisir Kabupaten Gowa 
biasanya bermayoritas nelayan, petani dan buruh bangunan maka KPU Kabupaten 
Gowa mengambil salah satu nelayan, petani dan buruh  bangunan sebagai Relasi 
agar pada saat di berikan sosialisasi bisa nyambung. Contoh orang minoritas di 
Kabupaten Gowa yaitu kebanyakan orang jawa tinggal di Kabupaten Gowa, maka 
KPU Kabupaten Gowa mengambil salah satu orang jawa agar pada saat diberikan 
sosialisasi bisa nyambung. KPU Kabupaten Gowa membentuk Relawan 
Demokrasi (Relasi) untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 
Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. 
Sebagaimana diungkapakan oleh Kepala Divisi Teknis Penyelenggara 
Komisioner KPU Kabupaten Gowa, Nuzul Fitri, S.Thi mengungkapakan bahwa 
KPU Gowa membentuk relawan demokrasi untuk membantu orang-orang KPU 
Gowa dalam melakukan sosialisasi kemasyarakat di tiap-tiap Kecamatan yang ada 
di Kabupaten Gowa. Tugas relawan demokrasi yaitu memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum dan juga memberikan 
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5. Sosialisasi Mobil Keliling. 
Upaya terkhir yang dilakukam oleh KPU Kabupaten Gowa dalam 
meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat yaitu KPU Kabupaten Gowa 
mensosialisasikan pelaksanaan Pilpres melalui promosi mobil  keliling. Hal itu 
dilakukan untuk mengingatkan warga mengenai pelaksanaan Pilpres yang akan 
dilaksanakan 9 juli 2014 dan memastikan agar warga yang sudah mempunyai hak 
pilih untuk segera mendaftarkan dirinya dalam daftar pemilih sementara (DPS). 
Mobil ini dilengkapi dengan pengeras suara, selain itu mobil keliling ini juga 
bergambarkan ajakan untuk memilih calon presiden dan jadwal pelaksanaan. 
Pihak KPU ini melakukan ini semua karena ingin meningkatkat partisipasi 
masyarakat, selain itu masyarakat juga bisa bertanya-tanya tentang tehnis 
pencoblosan dalam mobil keliling ini. 
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Gowa sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin hal ini 
terlihat dari upaya sosialisasi yang dilakukan, yaitu seperti yang telah disebutkan 
diatas. Walaupun KPU Kabupaten Gowa sudah melakukan upaya semaksimal 
mungkin namun upaya tersebut belum mampu menekan angka golput di 
Kabupaten Gowa. Hal ini telah terbukti pada saat pemiliahan Legislatif 9 April 
dan pemiliahn presden 9 Juli 2014 angka glolput terus meningkat jika 
dibandingkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang 
berlangsung pada tahun 2009 dan tahun 2004.  
Pemberian sosialisasi yang intens kepada masyarakat mulai dari pemilih 
pemula, pemilih lansia, pemilih disabilitas, dan semua lapisan masyarakat; dan 
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adanya penekanan sasaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Gowa  seperti: 
a. Pemilih pemula dimana siswa SMA diberitahu tahapan mencoblos;  
b. Perwakilan panitia mendatangi panti disabilitas. 
Komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa sebagai lembaga 
penyelenggara pemilihan umum tingkat Kabupaten/kota  di Indonesia sudah 
banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pemilihan umum diantaranya memberikan pendidikan pemilih (vote education), 
pendidikan elektoral (electoral education), dan pendidikan pemilih pemula.  
Pendidikan pemilih (vote education) yang dimaksud disini yaitu 
memperkenalkan tata cara pencoblosan dan Peran masyarakat dalam Pemilu, 
memberikan Pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi 
masyarakat, dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang 
berkualitas. Pendidikan elektoral (electoral education) yang dimaksud disini yaitu 
kegiatan yang bertujuan memberi pemahaman kepada masyarakat Kabupaten 
Gowa mengenai fungsi pemilihan dalam suatu sistem negara demokrasi. 
Pendidikan pemilih pemula yang dimaksud disini yaitu Memberikan pemahaman 
dan pendidikan Pemilu kepada pemilih pemula yang ada di Kabupaten Gowa 
sehingga Pemilih Pemula tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya.  
Sebagimana diungkapakan oleh Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga 
Dan Logistik ketua KPU Kabupaten Gowa Zainal Ruma, S.Pd, MM yang 
menyatakan bahwa sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk 
dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar mengikuti pemilu 
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terutama menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014. Upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 
diantaranya memberikan pendidikan pemilih (vote education), pendidikan 
elektoral (electoral education), dan pendidikan pemilih pemula.
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Kegiatan semacam ini bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab 
KPU sebagai panitia penyelenggara pemilu, namun bisa juga dilaksanakan oleh 
semua elemen bangsa ini, karena pemilu itu yang menentukan nasib bangsa, 
dalam menentukan wakil rakyat diparlemen dan pemimpin bangsa baik ditingkat 
pusat maupun di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian 
kepada masyarakat bagaimana tata cara dan peran masyarakat dalam pemilu 
dengan demikian masyarakat akan mengerti peran mereka dalam pesta demokrasi 
tersebut. 
Selain memberikan pendidikan politik, sosialisasi kepada masyarakat dan 
pendidikan pemilu, KPU juga bertujuan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam 
mensukseskan terselenggaranya pemilu dan pemilukada. Selain itu kegiatan 
tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang 
berkualitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik. 
Hal ini senada yang disampaikan oleh masyarakat Bapak H. Abd. Haris 
SE, 53 tahun yang berprofesi sebagai PNS menyatakan bahwa sosialisasi politik 
merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh KPU. Karna menginngat negara 
kita ini adalah negara yang demokrasi dan merupakan hal yang tak bisah 
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dipisahkan dengan pemilu, dan pemimpin pastinya akan lahir melalui pemilu, 
kalau masyarakat tidak terlalu paham tentang pemilu, maka ini merupakan sebuah 
masalah besar, kerena sebuah pemiluh dikatakan suskes apabila masyarakat turut 
aktif dalam dalam penyelenggraan pemilu, tentunya ini berdampak pula terhadap 
pemimpin yang kita pilih.
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Selain berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta 
dalam proses pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa juga 
berusaha menarik minat pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam 
pemilihan umum. Partisipasi pemilih pemula sangat penting sebagai pembelajaran 
untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Selain menarik minat, 
memberikan pemahaman dan pendidikan kepada pemilih pemula merupakan 
langkah yang sangat penting sehingga mereka tidak akan sembarangan dalam 
menentukan pilihannya. Di Indonesia sendiri, pemilih dengan kisaran usia 17-21 
tahun yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini selalu menjadi topik, sehingga 
komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa berupaya bagaimana caranya supaya 
pemilih pemula dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu legislatif terutama 
menjelang pemilihan presiden 2014. Semua pihak setuju dan tidak mau kalau 
pemilih pemula tidak memiliki pendirian politik, atau suaranya malah 
mengambang dalam Pemilu. 
Sebagaimana yang sampaikan oleh salah seorang pemilih pemula Nisa 
Maulani, 18 tahun seorang siswa meyatakan bahwa KPU memang sudah 
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seharusnya perhatikan kami dan memberikan sosialiasasi tentang politik terutama 
tentang pemilu, karna kebanyakan dari kami terutama saya pribadi masih enggan 
datang memilih walaupun nama saya sudah terdaftar sebagai pemilih. Hal ini 
dikarekan belum terlalu paham tentang makna dari pemilu serta manfaat pemilu 
itu buat pribadi saya sendiri.
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Pernyataan demikian terlalu berbedah jauh dengan yang ungkapkan salah 
seorang pemilih pemula Suci Hardianti, 17 tahun  yang besekolah di SMA Negeri 
1 Sungguminasa menyatakan bahwa sosialiasi pemilu untuk pemilih pemula 
sangat perlu dilakukan dan alangkah baiknya KPU itu juga datang kesekolah 
untuk memberi pemahaman kepada kami pemilih pemula agar paham tentang 
tujuan dari pemilu itu sendiri. Untuk saya sendiri terkadang masih bingung kenapa 
harus diadakan pemilu apa tujuan dan manfaatnya. Toh nantinya pemimpin 
setelah dipilih tidak akan memperhatikan rakyatnya yang ada dibawah.
71
 
Agar sistem demokrasi semakin baik, dibutuhkan partisipasi semua 
pemilih, khususnya partisipasi pemilih pemula, hingga level partisipan bahkan 
level subjek.  Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlibat 
pada semua tahapan pemilihan umum. 
Upaya yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu Kabupaten Gowa 
dan pemerintah Kabupaten Gowa dalam menarik minat pemilih pemula yang 
notabene masih muda maka upaya yang digunakanpun harus tidak jauh dari 
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aktifitas positif anak muda. Seperti, lembaga pemilihan umum Kabupaten Gowa 
berusaha menyelenggarakan pertemuan pelajar dan mahasiswa dalam sebuah 
seminar terkait pendidikan pemilihan umum atau mengadakan pertemuan 
komunitas pemuda. Dengan melalui pendidikan politik kepada pemilih pemula 
maka diharapkan pemilih pemula benar-benar turut berpartisipasi dalam 
pemilihan umum bukan hanya sekedar datang ke TPS dan mencoblos karena 
sebagai pengalaman pertama bagi mereka. 
Seperti yang diungkapkan oleh seoarang mahasiswa Sulham Ridwan, 20 
tahun yang menyatakan bahwa jika KPU ingin menarik perhatian pemilih maka 
KPU harus sering-sering melakukan kegiatan yang sifatnya positif dan salah 
satunya bisa adakan seminar disekolah-sekolah atau dikampus karna mengingat 
masa depan negeri ini berada ditangan generasi mudah.
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Sosialisasi politik, khususnya tentang pemilu sangat penting dilakukan 
agar penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. 
Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk 
menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik yang berhasil 
dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pemilu menjadi lebih baik. 
Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya ataupun pemilu Kepala Daerah di 
berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran tentang bagaimana harus 
menyelenggarkan pemilu dengan lebih baik.
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Ungkapan salah seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Suara Gowa Bapak Said yang mengatakan bahwa lembaga kami merupakan 
lembaga yang independen yang tidak terikat dengan pemerintahan. Disini kami 
memantau jalannya Pemilu 2014. Ada beberapa yang kami tahu tentang upaya 
KPU dalam meningkatkan partisipasi, seperti meberikan sosialisasi kepada 
masyarakat, mmengajak masyarakat agar mau berpartisipasi, dan lain-lain. Kami 
melihat KPU Gowa sudah berusaha untuk meningkatkan angka partisipasi 
masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014 lalu, kita kembalikan lagi kepada 
masyarakat, bahwa memilih dan tidak memilih itu merupakan hak masyarakat.
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Sebagai negara demokrasi seharusnya kesadaran masyarakat dalam pemilu 
harusnya terus meningkat dan angka golput seharusnya terus menurun. tentunya 
semua ini tidak terlepas dan bergantung kepada kinerja KPU dan yang paliang 
utama kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi setiap perhelatan pemilu 
berlangsung. Angka pemilih yang terus meningkat dan dibarengi angka golput 
yang terus pula meningkat dan ini menandakan perhelatan demokrasi di indonesia 
masih perlu mendapat perhatian cukup serius. Karna mengingat masa depan 
bangsa dan negara demokrasi berada di tangan rakyat, maka ababila masyarakat 
tidak menyalurkan suaranya pada saat pemilihan umum itu berarti masyarakat 
tidak peduli lagi terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang lebih baik 
lagi. 
Seperti yang terdapat dalam surah Ali’Imran 3 : 103 yang bermakna, 
sebagai masyarakat, kita harus bersatu untuk membangun negeri ini karena negara 
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kita adalah negara demokrasi dan negara demokrasi berada di tangan rakyat. 
Maka dari itu kita di wajibkan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Seperti 
yang tertera di bawah ini.  
 
Terjemahannya: 
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan 
hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 
bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali’Imran 3 : 103).75 
 
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada 
Pemilu Presiden Tahun 2014 
1. Faktor Pendukung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 
Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden 
Tahun 2014 
a. Jarak Yang Terjangkau Oleh Pemilih 
  Masyarakat Kabupaten Gowa yang tinggal di ibukota Kabupaten Gowa 
(sungguminasa) dan sekitarnya serta yang tinggal di perumahan lebih berantusias 
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mengikuti pemilihan presiden tahun 2014 di karenakan akses jalan yang bagus 
untuk ke TPS dan juga terjangkau oleh masyarakat. Selain itu kebanyakan 
masyarakat yang tinggal di sungguminasa dan sekitarnya serta yang tinggal di  
perumahan ini merupakan seorang yang cukup banyak mengerti tentang arti 
pemilu. Ini dikarenakan banyak masyarakat yang sekolahnya sampai kejenjang 
SMA dan Universitas sehingga cukup banyak yang mengerti dan mengetahui 
tentang arti pemilihan umum. Sehingga pada saat pemilihan presiden berlangsung, 
kebanyakan orang-orang ini menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu kemudian 
melakukan aktifitasnya kembali seperti berangkat kerja dan sebagainya.  
b. Kampanye Calon Presiden 
  Kampanye merupakan upaya yang dilakukan oleh calon Presiden untuk 
menarik perhatian masyarakat agar mau memberikan suaranya kepada calon  
tersebut. Kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon presiden, baik itu 
melalui tim sukses maupun calon presiden yang turun langsung kemasyarakat 
Kabupaten Gowa untuk menyampaikan visi, misi, program dan informasi lainnya 
untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya kepada 
masyarakat Kabupaten Gowa. Selain itu kampanye juga digunakan oleh calon 
presiden untuk mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dan menggunakan 
hak pilihnya pada pemilu presiden 9 juli 2014 dan datang ke TPS masing-masing 
dan juga meyakinkan masyarakat Kabupaten Gowa agar dipilih sebagai presiden. 
Salah satu tempat yang pernah ditempati masing-masing calon presiden untuk 
berkampanye yaitu lapangan syek yusuf yang menjadi tempat strategis untuk 
melakukan kampanye di Kabupaten Gowa. Selain itu tim sukses dari masing-
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masing calon tersebut terjun kemasing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Gowa untuk menyampaikan visi misi, program dan sebagainya dan juga mengajak 
masyarakat agar mau berpartisipasi dan datang ke TPS masing-masing untuk 
menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden 9 juli 2014 untuk memilih calon 
tersebut. 
  Seperti yang diungkapakan oleh Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas 
KPU Kabupaten Gowa Lukman, SE menyatakan bahwa yang menjadi faktor 
pendukung KPU Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi yaitu jarak 
yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon presiden.
76
  
2. Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 
Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden 
Tahun 2014 
  Pada saat akan dilangsungkannya Pilpres tahun 2014. KPU Kabupaten 
Gowa sudah mempersiapkan segala upaya untuk mendukung kesuksesan Pilpres. 
Segala kemungkinan penghambat yang akan terjadi juga sudah diantisipasi jauh-
jauh hari. Rapat antara KPU dan panitia juga sering dilakukan demi kerjasama 
yang baik pada saat pemilu berlangsung. Namun ketika kita melihat  pemilih dan 
partisipasi pemilih yang terus meningkat dan jumlah masyarakat yang tidak 
mengunakan hak pilih juga sangat meningkat maka tetunya semua itu tidak 
terlepas dari beberapa faktor penghabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih terutama pada saat pemilihan 
presiden 9 juli 2014. 
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  Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Divisi Sosialisasi dan Informasi 
Komisioner KPU kabupaten gowa Arif Budiman, S.Sos menyebutkan bahwa ada 
beberapa hal atau faktor yang menjadi penghambat KPU Kabupaten Gowa dalam 
hal meningkatkan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Gowa diantaranya 
letak geografis kabupaten gowa yang meliputi dataran dan pengunungan dan 
masih ada beberapa daerah yang masih sulit dijangkau oleh pemilih. dan pola 




a. Letak Geografis 
Kabupaten Gowa mempunyai 18 kecamatan yang tersebar dan beberapa 
diantaranya, daerahnya sangat susah dijangkau dan curam sekali. Jika menuju 
lokasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, 
jalan yang berlobang dan jalan berkelok – kelok yang di tepi kanan kirinya 
terdapat jurang.  
Jarak yang kurang terjangkau oleh pemilih yaitu Jarak antara tempat 
sosialisasi serta TPS dan lokasi pemukiman penduduk yang kurang strategis, 
disebabkan masih banyak rumah penduduk yang belum merata disetiap daerah, 
terutama daerah pegunungan di Kabupaten Gowa. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Divisi Sosialisasi dan Informasi 
Komisioner KPU kabupaten gowa Arif Budiman, S.Sos menyebutkan bahwa letak 
geografis menjadi faktor penghambat KPU, itu dikarenakan jalan antara lokasi 
                                                          
77
 Wawancara dengan  Arif Budiman, S.Sos,  Kepala Divisi Sosialisasi dan Informasi 
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sosialisasi dan TPS kurang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dikeranakan akses 
jalan yang belum merata di daerah pegunungan kabupaten gowa.
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b. Pola Pikir Masyarakat 
Masyarakat Kabupaten Gowa masih ada yang mempunyai mata 
pencaharian bertani dan berladang. Tidak semua kesejahteraan masyarakatnya 
tersebar merata oleh karena itu masih ada saja di beberapa daerah yang tingkat 
ekonomi dan pendidikannya masih rendah, tidak memperdulikan bahkan acuh 
terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang pada saat itu akan dilaksanakan pada 
tanggal 9 Juli 2014. Oleh sebab itu pihak KPU turun langsung ke masyarakat dan 
sangat gencar sekali menyuarakan bahwa mengikuti Pemilihan Presiden itu sangat 
penting. Dengan telaten dan sabar para anggota KPU Kabupaten memberikan 
pengertian betapa pentingnya kesadaran dan kepedulian mereka untuk mengikuti 
Pemilihan Presiden Kabupaten Gowa. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Divisi Sosialisasi dan Informasi 
Komisioner KPU kabupaten gowa Arif Budiman, S.Sos menyebutkan bahwa 
kami disini akan terus berusaha memberikan pemahaman tentang pemilu 
utamanya pemilu presiden kepada masyarakat kabupaten gowa, karena masih 
banyak masyarakat kabupaten  gowa yang tidak menggunakan hak pilihnya pada 
saat pemilihan presiden berlangsung dan bahkan acuh pada saat akan di berikan 
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c. Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sudah berusaha untuk 
mengatasi masalah DPT dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa 
masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT agar segara mendaftarkan dirinya ke 
Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor desa atau kelurahan. Akan tetapi 
masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja muncul, dimana masih banyak 
pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT. 
Sistem data kependudukan saat ini sering menimbulkan adanya double identitas 
seperti KTP atau Kartu Keluarga. Ditambah lagi tidak semua calon pemilih 
memiliki KTP atau KK, bahkan ada calon pemilih yang tidak memiliki identitas. 
Kondisi ini yang akan menyulitkan proses pemutahiran data calon pemilih yang 
berdampak pada kualitas Pemilu. Faktor ini yang menghambat kinerja Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi, karena 
kebanyakan masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam sosialisasi yang 
dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa apa lagi terutama dalam 
pemilihan umum karena masyarakat menganggap dirinya tidak terdaftar dalam 
DPT. 
Sebagaimana diungkapkan oleh sekretaris KPU Kabupaten Gowa A. 
Ruslan Idris, SH, MH menyatakan bahwa kami sudah berusaha semaksimal 
mungkin untuk mengatasi masalah DPT bahkan kami sudah memberitahukan 
kepada masyarakat bahwa yang belum terdaftar dalam DPT agar segera 
mendaftarkan dirinya. Akan tetapi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu 
saja muncul, dimana masih banyak pemilih yang belum terdaftar atau sudah 
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terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT. Ini merupakan masalah yang sering muncul 
pada saat pemilu, akan tetapi disini kami akan terus berusaha untuk meminimalisir 
masalah DPT.
80 
d. Kendala Pada Saat Melakukan Sosialisasi 
  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sudah berusaha semaksimal 
mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden, 
akan tetapi ada beberapa faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat pilpres, seperti 
kendala pada saat melakukan sosialisasi, yaitu:  
a) Keterbatasan dana. 
b) Kurang antusiasnya masyarakat, yang menghadiri sosialisasi hanya 
pihak-pihak tertentu, seperti tokoh masyarakat, RT, dan RW.  
c) Kurang adanya kepedulian dari masyarakat seperti kelompok 
perempuan, khususnya ibu-ibu, pemilih pemula yang terkadang 
menolak pada saat akan diberikan sosialisasi. 
d) Pada saat pemberian undangan, calon pemilih tidak berada di 
rumah. 
e) Sikap acuh yang ditunjukkan masyarakat pada saat diberikan 
sosialisasi, karena bertepatan pada bulan suci ramadhan dan piala 
dunia tahun 2014 
f) Masyarakat beranggapan memilih maupun tidak sama saja karena 
tidak akan berdampak pada kehidupannya. 
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g) Masyarakat lansia sulit untuk diberikan sosialisasi karena salah 
satu faktornya yaitu sering lupa walaupun sudah diberikan 
pengetahuan tentang pemilu. 
Sebagaimana diungkapakan oleh Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas 
KPU kabupaten Gowa Lukman, SE menyatakan bahwa aktor penghambat  
peningkatan partisipasi pemilih masyarakat kabupatenen gowa adalah pada saat 
melakukan sosialisasi atau pada saat sosialisasi berlangsung yakni kurangnya 
dana untuk melaksanakan sosialisasi dan ketika sosialisi politik hanya sedikit 
masyarakat dan yang kebanyakan yang hadir hanyalah perangkat kelurahan atau 




Setelah peniliti berbincang-bincang kepada masyarakat berbagai kalangan 
yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden 2014, ada bebarapa 
alasan yang peneliti dapat kepada masyarakat bahwa mengapa mereka tidak 
menggunakan hak pilihnya. Diantaranya: 
- Tidak punya kartu pemilih  
- TPS/TPU jauh dari rumah 
- Kecawa dengan pemilu yang lalu 
- Sibuk bekrja karena bertepatan dengan jam kerja 
- Berlibur, karena memanfaatkan waktu pemilihan dengan bersantai-
santai 
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- Ketiduran karena tepat bulan puasa dan habis begadang karena 
nonton piala dunia 
Dari beberapa faktor penghambat tersebut diatas tentunya bukan hanya 
kendala yang dialami oleh lembaga KPU kabupaten Gowa melainkan itu telah 
menjadi masalah secara umum yang dialami oleh lembaga KPU yang ada 
diseluruh indonesia. Walaupun demikian tentunya lembaga KPU harus terus 
belajar dan terus beruasaha untuk membenahi diri agar penyelenggaran pemilu 
yang berlangsung setiap diadakan pemilu baik pilkada, pileg dan pilpres, 
partisipasi pemilih terus meningkat dan dapat menekan angka golput karna semua 
itu telah menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Dan merupakan salah satu tolak 


















A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian pertama yaitu 
masyarakat Kabupaten Gowa telah berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden pada 
tanggal 9 juli 2014 dalam rangka memilih capres dan cawapres akan tetapi peran 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa dalam meningkatkan 
partisipasi pemilih  masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014 ini, masih belum 
cukup efektif. KPU kabupaten Gowa harus terus bekerja keras untuk 
meningkatkan partisipasi jumlah pemilih setiap perhelatan pemilu dilaksanakan 
terutama setiap penyelenggaran pemilihan presiden. Mengingat data laporan KPU 
yang menyebutkan jumlah pemilih setiap diselenggarakan pemilu jumlah pemilih 
selalu saja meningkat dan yang menjadi sorotan utama yakni jumlah yang tidak 
menggunakan hak pilih  juga terus meningkat.  KPU Kabupaten Gowa sudah 
berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi pemilih 
masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014 yaitu.  (1). 
Melakukan Sosialisasi Ke masyarakat  (2). Penyebaran informasi melalui alat-alat 
peraga seperti Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada 
Mobil/Motor/Rumah (3). Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan surat 
kabar (4). Program Relawan Demokrasi (Relasi) (5). Sosialisasi mobil keliling.   
Selain dari upaya, ada juga faktor pendukung dan penghambat peran KPU 
Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan 
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presiden tahun 2014 diantaranya: faktor pendukung KPU Gowa dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014 yaitu 
jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon presiden. Sedangkan 
faktor penghambat KPU Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada 
pemilihan presiden tahun 2014 yaitu (1). Letak Geografis, yang dimana Jika 
menuju lokasi sosialisasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang 
belum kena aspal, jalan yang berlobang dan jalan berkelok – kelok yang di tepi 
kanan kirinya terdapat jurang. (2). Pola Pikir Masyarakat. (3). Masalah Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) yang belum tuntas. (4). Kendala Pada Saat Melakukan 
Sosialisasi. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis adalah sebagai 
berikut:  
1. Perkembangan zaman yang sangat cepat ini, media massa merupakan 
salah satu media informasi yang sangat mudah diterima oleh kalangan 
masyarakat. Siapapun bisa mengakses informasi apapun tidak terkecuali 
tentang masalah politik. Pemilu dikatakan dapat berhasil apabila adanya 
kesadaran masyarakat dan informasi pemilih. Artinya bahwa seorang 
pemilih wajib mengetahui bagaimana proses, tata cara, dan tahap-tahap 
Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu media massa harus menyajikan 
tayangan yang mendidik agar para pemilih dapat menentukan pilihannya 
benar – benar dari hati nurani. 
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2. Masyarakat diharapkan untuk lebih sering mengikuti informasi baik dari 
media massa atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU 
Kabupaten Gowa. Agar tumbuh kesadaran akan pentingnya mengikuti 
Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum lainnya.  
3. Pihak KPU Kabupaten Gowa diharapakan untuk lebih gencar lagi 
melakukan sosialisasi terutama pada masyarakat pedesaan dan pemilih 
pemula. Hal ini dilakukan agar angka golput yang sering terjadi oleh 
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Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sekaligus 
pelantikan pelantikan pengukuhan kembali PPK (panitia pemelihan kecamatan) 
dan PPS (panitia Pemungutan suara) pada pemilihan umum DPR, DPD dan 
DPRD,  tahun 2014 serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang 
bertempat di Gedung Haji. Bate Jln. Tumanurung No. 11 Sungguminasa  
Kabupaten Gowa. 
Gambar 2. 










KPU Kabupaten Gowa melakukan gerak jalan santai dalam rangka 
sosialisasi  dan upaya peningkatan masyarakat dalam  pemilu yang bertempat di 







Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Gowa dengan mengunjungi 
Panti Jompo di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji yang berada di Jalan 
Poros Malino Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa 
untuk memberikan pengetahuan tentang seputar pemilu dan tata cara pencoblosan. 
 
Gambar 4. 
   
 
Selain membuat penyebaran informasi, ajakan memilih serta panduan 
memilih yang baik dan benar melalui iklan Audio visual, Koran, baliho, poster,  
panflet, pin, spanduk, stiker pada mobil, motor, dan rumah. KPU Kabupaten 
Gowa juga membuat poster ukuran mini di wesbsite pribadi dan juga 

















KPU Gowa mendatang sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gowa 
untuk memberikan sosialisasi kepada Pemilih Pemula utamanya SMA. KPU 
Gowa mengajak sisiwa SMA untuk ikut berpartisipasi pada PILPRES dan 
menggunakan hak pilihnya, selain itu KPU Gowa juga memberikan pengetahuan 






KPU Gowa bersama tim relawan demokrasi mendatangi tempat-tempat 





KPU Gowa mendatangi tempat-tempat keagamaan seperti ibu-ibu majelis 
ta’lim, mesjid dan juga mendatangi kelompok an nadzir untuk memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat terutama an nadzir yang pada saat pileg lalu kurang 
mengenal caleg-calegnya. Maka dari itu KPU Gowa mendatangi an nadzir untuk 
memeperkanalkan siapa calon yang maju di pilpres dan juga memberikan 










Perekrutan Tim Relawan Demokrasi (Relasi) untuk membantu KPU dalam 
bersosialisasi ditiap kecamatan yang ada di gowa, guna untuk mensuksekan 


















RIWAYAT HIDUP PENULIS 
MUH IMAM ADLI AQIL, Penulis lahir di 
sungguminasa pada tanggal 11 Desember 1992. 
Anak Ke-Tiga dari pasangan “Hasbullah S.Sos dan 
ST. Aminah” dari lima bersaudara, memiliki dua 
orang kakak perempuan dan dua orang adik laki-
laki.  
Tinggal di Kecamatan Pallangga dan lebih dominan bersekolah di 
Kecamatan Pallangga. Pendidikan SD Penulis, Penulis Tamat di SD Negeri 
Centre Mangngalli, akan tetapi sebelum pindah ke Kecamatan Pallangga. Sempat 
beberapa kali pindah sekolah karena lebih mengikut pada orang tua dan sekolah 
yang sempat di duduki yaitu SDN Paccinongan dan SDN 1 Sungguminasa. 
Setelah lulus SD, kemudian melanjutkannya di SMP Negeri 1 Pallangga. Lalu 
melanjutkannya lagi di SMA Negeri 1 Pallangga.  
Setelah lulus SMA pada tahun 2011, pendidikan Penulis di lanjutkan lagi 
di perguruan tinggi yang bernama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
MAKASSAR atau yang biasa disebut UIN Alauddin Makkassar dan mengambil 
jurusan ILMU POLITIK di Fakultas USHULUDDIN, FILSAFAT dan POLITIK.
